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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk percepatan implementasi program
rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial, perlu menyusun standardisasi
penataan sarana dan prasarana pada unit pelaksana
teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Standardisasi Sarana dan
Prasarana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1125);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 762);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
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Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1076);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1077);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1078) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 763);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDARDISASI
SARANA DAN PRASARANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI
SOSIAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Standardisasi Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial yang selanjutnya disebut Standardisasi Sarana
dan Prasarana adalah penentuan ukuran kelayakan pada
bangunan gedung rehabilitasi sosial serta peralatan dan
mesin pada balai besar, balai, dan loka yang harus
dipenuhi secara minimum sebagai alat dan penunjang
utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut.
Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut
Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematik
dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang
meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial
untuk klaster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas,
tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya.

Sistem Informasi Manajemen Standardisasi Sarana dan
Prasarana yang selanjutnya disebut SIM-Sarpras adalah
aplikasi berbasis web sebagai alat untuk mengawasi dan
mengendalikan proses pelayanan rehabilitasi sosial
lanjut.

Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk
mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
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kandungan.

Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-
laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor
tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan
kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama,
sosial atau hukum serta secara sosial cenderung
terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti
gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan
pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.

Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang
mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak
pidana perdagangan orang.

Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Korban
Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang
menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan
sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Standardisasi Sarana dan Prasarana bertujuan untuk:

a.

meningkatkan kualitas pelayanan Rehabilitasi Sosial
Lanjut; dan
mengefektifkan pengawasan dalam pemberian pelayanan

Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pasal 3

Standardisasi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dapat diakses melalui laman SIM-Sarpras.
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